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Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

Yang Kami Hormati, Gubernur Jawa Tengah 

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa 

Tengah   

Yang Kami Hormati Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Yang Kami Hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah; 

Jajaran Eksekutif, Wartawan, Mahasiswa, segenap tamu undangan serta 

hadirin yang berbahagia 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang 

telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai 

saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi 

Jawa Tengah hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada 

Rasulullah Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam, insan yang telah 

mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus 

ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. 

 

A. PENDAHULUAN 

Fraksi PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah atas inisiatif penyusunan dan pengajuan 

Raperda ini. Kami memandang langkah ini sebagai bentuk 

responsivitas eksekutif terhadap dinamika penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, khususnya dalam merespons penataan 

kelembagaan dan reformasi birokrasi. Penyesuaian regulasi ini 

merupakan upaya nyata dalam mewujudkan kemandirian fiskal 

daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pada akhirnya 

bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa 

Tengah. 

 

  



B. CATATAN KRITIS 

Setelah mencermati draf Raperda dan Naskah Penjelasan yang 

disampaikan, Fraksi PKS memberikan catatan kritis sebagai berikut: 

1. Kami memahami bahwa ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah 

mengubah nomenklatur, menyebabkan penggabungan perangkat 

daerah, serta pembentukan unit organisasi baru. Hal ini secara 

otomatis menuntut perubahan objek dan kewenangan 

pemungutan retribusi agar tidak terjadi kekosongan hukum atau 

tumpang tindih kewenangan di lapangan. Perubahan struktur ini 

secara langsung berdampak pada kewenangan pelayanan dan 

pengelolaan objek Pajak maupun Retribusi Daerah, sehingga revisi 

Perda Nomor 12 Tahun 2023 adalah sebuah kebutuhan hukum 

yang objektif dan rasional. 

2. Perubahan pada Lampiran I.A hingga I.A8 dan Lampiran II.A 

hingga II.H yang mengatur detail objek dan tarif harus benar-

benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Penyesuaian ini tidak 

boleh sekadar menjadi perubahan administratif, melainkan harus 

menjamin tertib administrasi, menghindari tumpang tindih 

kewenangan, dan mengoptimalkan efisiensi pemungutan secara 

transparan.  Perubahan ini juga dipastikan tidak hanya sekadar 

mengubah administrasi, tetapi benar-benar mampu meningkatkan 

efektivitas pemungutan di setiap perangkat daerah yang baru 

terbentuk atau direstrukturisasi. 

3. Dalam Penjelasan Raperda, disebutkan bahwa penyesuaian tarif 

dilakukan berdasarkan "perkembangan pelayanan". Namun, 

dokumen ini belum secara eksplisit menjabarkan indikator 

peningkatan layanan yang sebanding dengan kenaikan beban 

masyarakat. Jangan sampai restrukturisasi organisasi menjadi 

alasan pembenar untuk menaikkan tarif retribusi tanpa ada 

perbaikan kualitas layanan yang terukur. Apakah Pemerintah 



sudah membuat indikator kinerja layanan publik (KPI) yang diukur 

secara kuantitatif agar setiap penyesuaian tarif memiliki justifikasi 

yang jelas, termasuk evaluasi berkala post-implementasi. 

4. Apakah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyusun cost-

benefit analysis atau kajian kelayakan yang menjadi dasar 

hitungan matematis bagi setiap perubahan struktur besaran tarif 

retribusi, khususnya untuk pelayanan kesehatan dasar di RSUD 

yang baru? Sejauh mana survei kemampuan bayar (Ability to Pay 

- ATP) dan kemauan bayar (Willingness to Pay - WTP) masyarakat 

Jawa Tengah dilakukan sebelum merumuskan penyesuaian tarif 

ini? 

5. Dengan adanya penggabungan beberapa perangkat daerah, 

bagaimana mekanisme peralihan piutang retribusi dari lembaga 

lama ke lembaga baru? Apakah sudah disiapkan sistem migrasi 

data yang aman untuk mencegah kebocoran PAD? Apakah ada 

jaminan konkret bahwa penyesuaian objek dan nomenklatur ini 

tidak akan menimbulkan overlapping atau tumpang tindih 

pungutan terhadap masyarakat di lapangan? Mohon Penjelasanya. 

6. Perubahan nomenklatur dan penggabungan perangkat daerah 

berisiko mengganggu proses administrasi pemungutan. 

Dibutuhkan mekanisme transisi yang jelas dalam regulasi ini untuk 

memastikan bahwa perpindahan kewenangan dari perangkat 

daerah lama ke yang baru tidak menciptakan celah hukum atau 

pungutan liar selama masa transisi. Sudahkah disusun SOP 

peralihan yang ketat agar tidak terjadi kekosongan pemungutan 

retribusi atau sebaliknya, pungutan ganda yang merugikan 

masyarakat selama masa transisi kelembagaan ini ? 

7. Saran mengenai penguatan sistem digitalisasi pemungutan harus 

dituangkan dalam norma yang lebih konkret di dalam batang 

tubuh Perda, bukan hanya sekadar saran di bagian penjelasan. Hal 

ini penting untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang rentan 



terhadap penyimpangan dan untuk meningkatkan transparansi 

pengelolaan PAD. Fraksi PKS mendorong agar klausul mengenai 

keharusan penyediaan opsi pembayaran retribusi secara digital 

(seperti QRIS atau transfer virtual account) dimasukkan ke dalam 

norma batang tubuh Perda, bukan sekadar imbauan. 

 

C. REKOMENDASI DAN SARAN 

Guna menyempurnakan draf Raperda ini, Fraksi PKS menyampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian 

pembanding dengan pengaturan retribusi di provinsi lain guna 

memastikan bahwa struktur dan besaran tarif yang ditetapkan 

bersifat proporsional, kompetitif, dan berkeadilan. Tentu saja 

Benchmarking tidak boleh menjadi ajang pemborosan anggaran. 

Fokusnya harus spesifik pada pencarian model struktur tarif yang 

proporsional dan adil, agar tarif retribusi di Jawa Tengah tetap 

kompetitif. 

2. Perlu dilakukan penguatan sistem administrasi dan digitalisasi 

pemungutan untuk meminimalkan kebocoran, serta memastikan 

pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan efisien, 

transparan, dan akuntabel. Hal ini untuk meningkatkan 

transparansi dan meminimalkan kebocoran pendapatan daerah.  

3. Mengingat adanya perubahan nomenklatur dan objek 

pajak/retribusi, diperlukan sosialisasi yang luas kepada 

masyarakat dan perangkat daerah terkait untuk menghindari 

resistensi dan kebingungan administratif. Hal ini karena ada 

banyak perubahan objek dan tarif yang menyasar langsung 

kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Sosialisasi secara luas 

memastikan pemahaman yang utuh di tengah masyarakat dan 

meminimalkan potensi resistensi. 



4. Kami mendesak dilakukannya penyelarasan substansi yang 

komprehensif dengan regulasi yang lebih tinggi guna mencegah 

adanya koreksi dalam proses evaluasi oleh Kementerian Dalam 

Negeri maupun Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 

5. Harus disiapkan instrumen monitoring dan evaluasi secara berkala 

pasca-pengesahan, guna menilai efektivitas regulasi ini terhadap 

kondisi fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik. Hal ini untuk 

menilai dampaknya terhadap ekonomi daerah dan kepuasan 

pelayanan masyarakat.  

 

D. PENUTUP  

Demikian Pandangan Umum Fraksi ini kami sampaikan. Kami 

berharap catatan kritis dan rekomendasi konstruktif ini dapat menjadi 

bahan telaah dan pendalaman lebih lanjut dalam tahap pembahasan 

berikutnya. Fraksi kami berkomitmen untuk terus mengawal Raperda 

ini agar benar-benar bermuara pada kemandirian fiskal daerah yang 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Jawa Tengah. 

 

Wassalamu’alaikum Warohmatullah Wabarokatuh 

 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

   

H. MUHAMMAD AFIF, Lc H. SURURUL FUAD, Lc, M.E.I 
KETUA SEKRETARIS 

 


